
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN STTUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 2 lHK.o3. 1 /3s 12 / 2022

TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalarn rangka melaksanakan proses
Reformasi Birolaasi dan rencana aksi perlu
dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi
kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk
menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;

b. batrwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Komisi Pemilihan Umurn Kabupaten Situbondo,
maka perlu menetapkan rencataa aksi Reformasi
Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dirnaksud huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Situbondo tentang Rencana Aksi Reforrnasi
Birokrasi di Lirlgkungan Kornisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo Tahun 2O22.

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 201,7 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Ol7 Nomor 182, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109)

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-1025;

3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Ke{a Seketariat Jenderal Komisi Pemilihan



Umum, Seketariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten / Kota (kmbaran Negara Republik Indonesia

tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupate/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita

Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 1783);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata kefa Seketariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Frovinsi, dan

Seketariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

t236);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2O2O tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O nomor 441\;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

4a\;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 612lORT.04-Kpt/05/KPU /XIIl2O2O tentang

Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum

Tahun 2O2O-2O24;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 314/ORT.O7-Kpt/Ol /KW /V 12021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Nomor: 2|HK.A3.1/3512 /2A22 tentang Tim

Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2422.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

SITUBONDO TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI

BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022.

Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birolrasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Rencana Aksi Birokrasi bertujuan antara lain :

a. Menjadi Pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo Tahun 2022;

b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa timur yang professional dengan

berkarateristik, berintegritas, berkinerja tinggi,

berdedikasi, melayani publik, netral dan memegang

teguh nilai-nilai dasar kode etik aparatur Negara;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system

manajemen sumber daya manusia yang profesional di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Situbondo.



KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SITUBONDO,

ttd

MARWOTOSalinan sesuai dengan aslinya
Pemilihan Umum
Situbondo,



I,AMPIRAN
KEPI]TUSAN KOMISI PEMILITIAN UMUM
KABUPATEN STTUBONDO
NOMOR : 2 /HK.O3.\ / 35t2 / 2022
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM
KAE}UPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SITUBONDO

NO
AREA

PERUBAHAN
KEGIATAN SUB KEGATAN II\]DIKATOR KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)
KET

1 2 3 5 6 7 I I 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 I\ranaJemen
Perubahen

1 Pembentukan Tim Reformasi
Birokasi

1 Membentuk Tim Reformasi Bkokrasi
yang ditetapkan dengan keputusan

1 Keputusan lontang Tim Reformasi
Birokrasi yang melibatkan seluruh unit
organbasi

2. Pembangunan komiknen bersama
seluruh jajaran pegawai dan pejabd
unfu k melaksenakan Reformdi
Bkokrasi secara konsisten dan
melakukan perubahan mental

1 Kegiatan kick ofi (deklarasi) pelaksanaan
Reformasi Birokasr

3. Peny6unan Rencana Aksi Tahunan
RB dan Rencana Aksi Agen
Perubahan dilingkungen KPU
krhrhrt n Slftlbdd6

1 Rerrana Aksi Tahunan RB dan Rerrcana
Aksi Agen Perubehan dilinokungan KPU
Kabupaten Situbondo

2 Pelaksanaan Manajemen
Perubahan

1 Perryelenggaraan lnt€gritas di
lingkungan ksrjar

l. Penandatanganan pakta ir Bgritas di

lingkunga kerja.
2. Palaporan LHKPN dsn LI-IKASN
setjep tahun
3, Polaksanaan mane0emen benfuran
kepenlingan
, 9amh.^^,,h.h ,^h. ir a^.it*

1

2 presentase pelaporan LHKPN dan
LHKASN

2 Pemberian penghargeen unfu k
mendorong molivasj perubahan

2 Pemberian pegawai toladen minimal satu
ka[ dalam satr tahun

3 Sosialbasl Rofo.masi Birokasi melalui
berbagai media kepada pihak idgmal
dan €kstemal

3

2 Penataan Perdturan
Perundangi
Undangan

1 Harmonb6i perafuran
perundang-undangan / produk
hukum safuen keia

1 Melekukan identfikasi, analigs, dan
p€metaan tehadap seluruh produk

hukum (keputusan, berita acara,
perjanjaan kerjGama) di lingkungen

satran kerja yang lidak
harmonis/sinkon

1 Telah dilakuken identfikasi, analisis, dan
pemetaan torhadap seluruh produk hukum
(kepuhr6an, berita acera, perjahjaan

kerjasama) di lingkungan satuan kerja
yang 6dak harmonrs/srnkron

I Presert6e penandatanoanan pakta

lirnesriias 
baik Anssote KPU dan AsN

lSosialisa$ keoratan Reforma$ Brrokirsr

I melalur berbagar media sosislisasr

lsekretanat

Illll|ll

Lt l

I I
-T-

I
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[[



NO
AREA

PERUBAHAN
SUB KEGI,ATAN INDIKATOR KEBERHASILAN

PELAKAANAAN (BULAN)
KET

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 l1 12 13 14 15 16 17

2 Melakuken rsvlsi lrfi adap produk

hukum (kepufusan, borite acara,
perjanjian kerjasdne) di lingkungan
sanran keia yano tidak

1 Revisi atau produk hukum (kepufusan,

berita acare, perjariian kedasama) di

lin0kungan 6afuan kerja yang iidak
harmonidsinkron.

2. Pengelolaan JDIH 1 Pembangunan JDIH Satuan Kerja 1 Dapat diaksesnya JDIH safuan kerja

2 P6ngelolaaan JDIH satuan kerja 2

3 Penguatan
Kolombagaan /
Organisasr

,| Evaluasi otganisasi 1 Evaluasi organisasi di lingkungan KPU
Kebupaten Sihrbmdo

1 Terisinya jabatan stuktural dan anggota
KPU sesuei Klaster

2. Pengisian kuision.r Evaluasi organisasi 2

2 Penyesuaian SOTK 1 Dilaksanakannya penyesuaian
SoTKuniusafuan k6rja sesuai mandd

1 SOTK univsahran k6rja sesuai mandat

2 Pembuatan dokumen struktur
organisasi unrvsafu an kerja

1 Stuktrr Organisasi uniusetran kerja

4 Penataan Tata
laksana

1 Penguatan SiEtcm
Akuntabalibs Kinerja lnstan6i
Pemerintatr

1 Pcrryusunan peta pro6o6 bisnis den
SOP di lingkungan KPU ProvinsiJawa
Timuc

1 Seluruh peta pros$ bisnb telah disusun

ssuai dengan pedoman penyusunan Peta

Paoses Bisnis:
2 Ters6dia peta proscs bisna.s yang sesuai

denqan tugas dan fungEi;

3 Peta prcsos bisnis telah se6uai dengan
dokumen rencena slratogis dan rencana
keia organisasi; dan

2 Evaluesi proses bisnis dilingkungan
uniuseuan kerja;

1 Tehh dilakukan evefuaEi terhadap seluruh
peta prosos bisni6 yeng 6€suai dengan
gf6klivitas hubungan korje afltar unt
organb6i unfuk
menghasilkan kineria sBsuai dengan tujuan

3. Penyuslrnan soP dilingkungan KPU
Provinsi Jewa Timur

1 Telah dilakukan penjabaran seluruh pota

lintas tung6i (peta l€veln) ke delam SOP

2 Seluruh pota proses bisn6 telah drabarkan
dalam SoP;

3 SOP sudah dilegalkan; dan

4 Seluruh Pro€edur op€resional tetep (SOP)
telah diterapkan.

4 Evaluasi SOP di lingkungan uniusatuen

kerja
1 Terdapat evaluas! tefiadap efsienai dan

efektivtas peta proses bbnas dan SOP

secara berkala dan seluruh hasilnya telah
ditindaklanjuti

KEGIATAN

lUpdate 
deta JDIH s6t an kerja

lPelaporan Evaluasi organisasi kepada

IKPU 
Provinsi Jswe Timur



PELAKSANAAN (BULAN)NO
AREA

PERUAAHAN SU8 KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 1l 12 't3 14 15 17

KET

1 Adanya kebijakan pendukung PID;

2

informasi oleh stak6holder

Dapat dieksesnya Maklumat Leyanan,
Standar Pelayanan, dan SOP terkait

3. Meningkatnya kepuasan layanan PID;

4 Jumlah permohonan masuk, sedang
diprcses dan sudah s€le6ai dfindak lanjdi;

5 Jumlah sengketa informasi;

6.

PPI dan

Adarrye rekomendasi/pelaksan aan
r6komonda6i hesil monitoring dan ovaluasi

2 Penyelenggaraan Keterbukaan
lnformasi Publik

1 Tata kelola PPID dilingkungan
Uniusatuan Kerja :

1). Perryampaian Kebrekan/ Maklumet
Layanarr Standar Pelayanar/SoP PID
di lingkungan saban kerja
2). Paningkatan kap6itas penoelola
PPID di lingkungan satuan kerjal
3)- PengelolEan PPID dan e- PPID di
lingkungan satuan kerja;
4). Melakukan monitoring dan evaluasi
pengelolaan PPID dan +PPID
5). SuNei kepuasan p€mohon
informasi

7 lndeks kepuasan permohon informasi.

1 Pemarfaatan apljkasi SPBE
adminisbasi keseketariatan
1) Aplikasi Keuangan
2) Aplikasi Pengadaan

1 porsentase (%) Pengadaan melalui aplikasi
pengadeen

1 Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan ol6h
publik, SOP dan jumlah pengadu/laporani

2. Aplikasi Dokumentasi lnformasi Hukum di
lingkungan satuan kerja (JOIH Sekrotariat)
yang selalu diperbaharui;

3 Dapat diaksosnya WBS oleh stakeholder,
SOP dan Jumlah
pelapor/Laporan Pengaduan;

3 Tata kelola clan implom€r asi
Sistem pemo.intahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di lingkungan
KPU Provinsi Jawa Timur

2 Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan
publik:

1) Layanan pengaduan Publik
2) Layansn Dohhentasi dan
lnformasi Hlkum
4) Layanan Kepemiluan
5) Layanan lnformasi dan
Dokumerrtasi (PPl0)

4 Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID
Satuan oleh

1 Terkelolanya a6ip statis,dinamis, manual
dan digital di lingkungan KPU Provinsi

2 Torkelolanya arsip stalis dan dinamis di
lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur

4 Pcnerapan sistem kearsipan
Yang handal

1 1 ) Penerapan sistem arsip
2) Kerjasama dengan arsip daerah
3) Pombangunan JF A6iparis di
lingkungan unit/sat an kerja

3 Terdokuhentasinya arsip vital

5 Penguaten Sistem
Manajomen SDM
ASN

1 Pembangunan Sistem M6rit 1 Penerapan Pengukuran Kinerja
lndMdu

1 Seluruh pegawai memiliki Sa6aren Kineia
Pegawai

KEGIATAN



NO
AREA

PERUBAHAN
KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)
KET

1 2 a 4 5 6 '10 1'l 12

1 2 3 4 5 6 I 9 10 11 12 13 14 15 't6 17
a Seluruh pegawai memahami indikator

keberhasilan dari tugas dan jabatan
(Target outpuUmutu/waktu/biaya

v v v v

J Sasaran Kinerja Pegawai mendukung
Sasaran Strategis dan pencapaian kinerja
secara bejenjang/ Cascading

v v v v

4 Pengukuran periodik Sasaran kinerja
lndividu

v v v v

5 Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil
evaluasi SKP v v v v

6 Penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar unfuk pengembangan karir
individu/pemberian reward and punishment v v v v

2. Penerapan disiplin dan Kode Etik
Penyelenggara Pemilu

I Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya v v
2. Jumlah Pelanggaran tahun ini v
J. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan

sanksi/hukuman
v

3. Perencanaan kebutuhan/ penambahan

iumlah pegawai baik ASN maupun Non

ASN menggunakan Analisa Beban
Kerja (ABK)

1 Tersedianya dokumen Analisis Beban
Kerja

v

4. Pengisian Sistem lnformasi
Kepegawaian

1 Data kepegawaian yang mutakhir di

lingkungan uniUsatuan kerja. v

2. Profesionalisme ASN 1. Pembangunan jabatan fungsional di

lingkungan uniUsatuan kerja
1 Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang

mendukung unit dan satuan kerja v v

6 Penguatan
Akuntabilitas Kinerja

1 Penguatan Sistem
Akuntabilitas Kinerja lnstansi
Pemerintah

1 Penyusunan dan penetapan Rensfa
satuan keria

I Rensta Safuan Kerja v v

2 Reviu renstra safuan kerja 1 Rensta hasil revieu v
3 Penetapan Kinerja dengan

menerapkan reward and punisment
1 Adanya dokumen penetapan Kinerja

hingga level Eselon lV v v v

2. Capaian kinerja merupakan unsur
oemberian Reward & Punishmet

v v v v v v v v v v v v

3. Peta sfategis yang mengacu pada kinerja
utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi
dan dijadikan dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai

v v v v v v v v v v v v

4. Penyelenggaraan anggaran yang

efeHff dan efisien
I Adanya Program dan kegiatan:

1) Jumlah program

2) Jumlah kegitan
3) Jumlah program yang mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi
4) Jumlah kegiatan yang mendukung
tercaDainva kineria utama oroanisasi

v v v v v v v v v v v

2. Persentase sasaran Kinerja:

1) Jumlah Sasaran Kinerja'
2) Jumlah Sasaran Kinerja yang

tercapai 1 00% atau lebih

v v v v v v v v v v v v

7 I

v



NO PELAKSANA,AN (BULAN)
AREA

PERUBAHAN XEGIATAN SUB KEGIATAN II'IDIKATOR KEBERHASILAN

1 2 3 5 6 7 I I 10 't1 122 3 4 6 7 I 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KET

3 PoEentase Anggaran yang berhasil
direfocussing uituk mcndukun0
t!rcapainya kin€rjautama orgsnisasi
'l ) Jumlah anogsren total
2) Jumleh anggaran yenO befiesil
dkcfocusinO

5 Pengukuren Capaian Kinerja
UniUSatuan

1 % Capaian kinerja uniu6atuan kerja

1 rencana tjndek lanjut dan
pelaksanaan tindak l6njut stas ovaluasi
capaian kinerja uniu6atuan keie

6. Evaluasi Capaian
Kinerja Uniusatuan Kerjs

2. R6viu Lakjp uniYs€ttan kera
7 Pelaporan Kinerja UniUsatuan Kerja 1 Pelaporan kinorja qiuaafuan kcrja tepet

1 Terisiny8 aplikasi e- Lepkin
2 Evaluasi intomal akurtabil(€s

kinerja
1 P6mutakhiran dda kinerja di aplikasi

E- Lapkin;

2 Oata e-Lapkin uniuratuan kerja
tcrmutakhir

Sosialisa! dan intemallsasi
pengawasan

1 Sosialisasi dan intomalisasi g.atifkasi
dan benturan kepentingan ditingkungan
safuan ker.ia

1 Tedaksenanya sosiali6a6i dan ir{e m;iir6i
oralifikasi den bonfuran kepenhgan di
lingkungan kerja

7 Penguatan
Pengewdan

2 Pernbengunan sjstem
pengawasen intem

1

SPIP

Pembentukan satran tugas Siste.m
Pengendalian lnt6m Pemerintah

1 Ditetapkannnya keputJsan terka satuan
tugas SPIP

2 Terleksanannya keoiatan SPIP2. Menyelengggarakan kegiatan Sptp
yaog meliputj :

e. Menetapkan lingkungan
pengendalien
b. Molakukan penilaian resiko
c. Melakukan kegiatan p€ngondaFan
d. Melakukan informasi dan
komunjkasi pengawasan , dan
e. Melakukan pehantauan
p6ngendalian irtem 3 Penyampeian Laporan SPIP yang topat asl

dan wakfu penyampEian

1 Pembangunan sistem pengaduan
rhasyarakat

1 Tersediarrya unit pengelota pirya<iuan
m6yarakat

2. Menyelenogarakan sistem pengEduan 1 Terscdianya €mail dan kotak pengaduan

3 Penanganan pengaduen
masyarakat l(PU

3. Melakuken monitoring dan evaluasi 1 Tersedianya laporan pengelolaen

1 Kibijakan standar pelayanan 1 Tersedianya standar pelayanan
8 Penangketan

Kualitas Pelayanan
Publik

1 Penerapan pelayanan safu atap
KPU

2 Maklumat pelayanan lnformasi 1 Maklumal pelayanan permohonan

5

1.

I

f1 I



NO
AREA

PERUBAHAN
KEGIATAN SUB KEGIATA,N INDIKATOR KEBERHASILAN

PELAKSANAAN (BULAN)
KET

1 2 4 6 7 I 'il 't1 't2
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 1',| 12 '13 14 't5 16 17

a Penyusunan dan pelaksanaan SOP
Delavanan lnformasi

1 Tersedianya SOP pelayanan lnformasi v
4. Pelayanan dipusatkan dalam safu

tempat
1 Pelayanan terpadu yang dipusatkan dalam

safu tempat v
2 Penerapan partisipasi publik

dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan

1 Pendidikan bagi para pemilih 1 Tersedianya dan terselenggaranya layanan
Rumeh Pintar Pemilu v v v v v v v v v v v v

2. Melaksanakan kegiatan yang
melibatkan stakeholder

I Terwujudnya kegiatan melibatkan
stakeholder v

3. Kegiatan penguatan pengelolan
pengaduan masyarakat yang
efektif dan terintegrasi secara
nasional

1 Pengelolaan pengaduan masyarakat I Dibentuknya helpdesk pengaduan
masyarakd v
Tersedianya SOP pelayanan pengaduan

v
3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang

masuk v
4. Penerapan reward and

punishment dalam
penyelenggaraan pelayanan
nublik

1 Penerapan reward and punishment
dalam penyelenggaraan pelayanan

1. Adanya kebijakan di masing-masing
satuan kerja terhadap pelayanan yang
memuaskanAidak memuaskan

v

dengan aslinya
Pemilihan Umum

Situbondo, 10 Februxi 2922
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

KetJa

Ttd

MARWOTO

sesuai


